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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja 

Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat 

selesai dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniamolo 

Tahun 2025 bisa tersusun atas kerjasama yang baik semua yang terlibat. 

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias 

Selatan Tahun Anggaran 2025   ini mendeskripsikan bagaimana   kinerja 

yang  hendak  diwujudkan  oleh  Kecamatan  Maniamolo pada  tahun  2025  

sesuai  dengan Rencana Strategi yang telah ditetapkan. Melalui instrumen 

ini diharapkan dapat mendorong  terciptanya  transparansi  dan 

akuntabilitas  dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya 

berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 

Meskipun  telah  berupaya  semaksimal  mungkin,  kami  

menyadar sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab 

itu saran dan kritik yang bersifat membangunan, sangat kami harapkan 

demi kesempurnaan penyusunan Penetapan Kinerja ini. 

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan 

masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision 

maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

  Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 

jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah 

sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD 

dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis 

dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja 

tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat 

program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada 

Rencana Strategis OPD. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), 

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana 

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh 

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun 

perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana 

kerja pemerintah daerah (RKPD). Dengan demikian RENJA OPD pada 

dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan 

salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(AKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan 

pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja 

yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan 

kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja 

pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 

2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana 

kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra 

OPD dan mengacu kepada RKPD.  
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  Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan 

anggaran  pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum 

anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). 

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan Organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna 

mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang 

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian 

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai 

prioritas pembangunan tahun 2025 yang telah dibuat oleh Bappeda 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Maniamolo Tahun 2025 , akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan 

dalam menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada 

pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya 

juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat 

yang dilaksanakan di daerah.  

 Dalam penyusunan Rencana Kerja  Kantor Camat Maniamolo 

Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi, 

tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

  Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi 

kewajiban bagi Kecamatan Maniamolo untuk menyusun Awal Rencana 

Kerja Kecamatan Maniamolo Tahun 2025 sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. 

1.1 Landasan Hukum 

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Maniamolo 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, antara lain: 

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan 

Kabupaten Nias Selatan,  Kabupaten Pakpak Bharat, 

dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera 

Utara ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 



3 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 

– 2025; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor......Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026; 

15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 

tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Kecamatan  Kabupaten Nias Selatan; 

16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor     Tentang Penetapan 

Rencana Strategis Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2021 – 2026; 

17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor….Tahun 2024 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2025. 

18. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 5.1_48 tahun 2024 tentang 

Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Nias  Selatan Tahun 2025 

 

1.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai 

kerangka dalam menentukan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan 

Maniamolo. 

 Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah 

sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub 

kegiatan serta sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Camat Maniamolo Tahun 2025. 

 

1.3   SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 
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1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, 

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja 

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, 

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak 

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja Perangkat Daerah 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat 

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian 

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang 

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah 

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. 
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Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, 

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

3.2     Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

3.3 Program dan Kegiatan  

a. Faktor-faktor  yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan  program dan kegiatan 

b. Uarian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu 

Indikatif, maupun kombinasi keduanya 

BAB  IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 ( Khusus Tabel 4.1 wajib dicetak dari sumber aplikasi SIPD) 

BAB  V  PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak 

sesuai dengan kebutuhan.   

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut. 
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d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal Dokumen 

31 Juli 2024), nama Perangkat Daerah  dan nama dan tanda tangan 

kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Rencana  Kerja  Kecamatan  Maniamolo adalah penjabaran  

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai 

tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun 

dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara  periodik.  Terkait  dengan hal tersebut  Rencana Kerja (RENJA)  

Kecamatan Maniamolo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan 

dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan oleh Kecamatan Maniamolo selama tahun 2024 dan perkiraan 

target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja 

Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 

A. Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan  indikator  kinerja  merupakan  ukuran  kuantitaf  dan  

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang 

telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan 

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan 

dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber 

daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator 

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk 

masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

B. Capaian Analisis Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data 

kinerja. 
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Evaluasi Program Tahun 2023 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kantor Camat Maniamolo 

Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 memperoleh anggaran yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan (APBD murni dan setelah 

perubahan) sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta   Rupiah) 

dengan 4  program  dan  20  kegiatan dan  realisasi keuangan sebesar  

Rp. (399.278.400) ,- (Tiga Ratus Juta Sembilan Puluh Sembilan Juta 

Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 99,11 

%,-. 

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024. 

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan 

usulan sebesar Rp. 352.600.430 ,- (terurai dalam 4 program dan 20 

kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 

meningkat dari tahun 2023 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap 

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta 

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Kecamatan sebagai berikut: 

a. Keterbatasan   data   dan   informasi   yang   diperlukan   bagi   

perencanaan pembangunan 

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

perencanaan pembangunan daerah; 

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang 

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan; 

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

dari setiap  kegiatan, sehingga  masih  adanya  kesulitan  

merealisasikan  sasaran program menjadi outcome kegiatan yang 

menunjang efektivitas program/kegiatan 
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e. Perlunya  peningkatan  komitmen  dan  pemahaman  untuk  

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam 

RPJMD dalam merencanakan kegiatan. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 

Kecamatan Maniamolo dalam pelaksanaan urusan perencanaan 

pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui 

kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur.  

 STRATEGI 

 

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi 

organisasi kecamatan  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  

prima  kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada 

masyarakat 

3. Menciptakan  kerjasama  dengan  instansi  vertikal  kecamatan  

untuk peningkatan SDM masyarakat. 

4. Menciptakan  sumber  sumber peningkatan pereknomian  

masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat 

5. Menciptakan terjadinya komitment pemerintahan kepada 

masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan 

pembangunan. 

6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama 

secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja 

aparatur Kecamatan dan aparatur Desa . 

7. Mengikutsertakan  aparatur  Kecamatan  untuk  mendapatkan  

diklat  teknis, fungsional   dan   struktural   dalam   rangka   

meningkatkan   SDM   aparatur Kecamatan. 

8. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Maniamolo 

untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, 

aman, tertib, stabil, dinamis. 
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9. Memfasilitasi   kerjasama   lembaga   /organisasi   kemasyarakatan   

dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang 

sehat dan tertata rapi dan serasi. 

10. Memfasilitasi  kegiatan  kelembagaan  dalam  rangka  

meningkatkan  SDM masyarakat. 

 

 KEBIJAKAN 

 

1. Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa. 

2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. 

3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-

lembaga pendidikan,  kesehatan  dan  agama  untuk  peningkatan  

SDM  Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, 

tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi 

4. Mengupayakan   peningkatan   perekonomian   masyarakat   yang   

berbasis potensi ekonomi masyarakat. 

5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan 

pembangunan. 

Arah Kebijakan Kantor Camat  Maniamolo 

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Memantapkan pemahaman 

terhadap tupoksi aparatur dan 

fungsi organisasi kecamatan  

dalam rangka meningkatkan 

pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

Peningkatan          Kinerja          

aparatur 

Kecamatan dan Desa 

Meningkatkan     Pelayanan     

Prima    

/ Pelayanan umum kepada 

masyarakat 

Peningkatan          Kinerja          

aparatur 

Kecamatan dan Desa 
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Menciptakan        kerjasama        

dengan instansi    vertikal    

kecamatan    untuk peningkatan 

SDM masyarakat 

Peningkatan          Kinerja          

aparatur 

Kecamatan dan Desa 

Menciptakan sumber sumber 

peningkatan perekonomian 

masyarakat yang berbasis 

potensi ekonomi masyarakat 

Mengupayakan peningkatan 

perekonomian masyarakat yang 

berbasis potensi ekonomi 

masyarakat. 

Menciptakan terjadinya 

komitment pemerintahan kepada 

masyarakat dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan serta 

pengendalian dan pengawasan 

pembangunan 

Mengupayakan terjadinya 

peningkatan pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan, pelaksanaan 

serta pengendalian dan pengawasan 

pembangunan. Mengikutsertakan aparatur 

Kecamatan untuk mendapatkan 

diklat teknis, fungsional dan 

struktural dalam rangka 

meningkatkan SDM aparatur 

Kecamatan. 

Peningkatan          Kinerja          

aparatur 

Kecamatan dan Desa 

Memperkuat        komitmen        

seluruh 

komponen    kecamatan    

Maniamolo    untuk mendukung        

terciptanya        kondisi 

Mengupayakan     kerjasama     

dengan 

instansi  terkait  dan  lembaga-

lembaga pendidikan,    kesehatan    

dan    agama 
lingkungan  yang  bersih,  aman,  

tertib, stabil, dinamis. 

untuk  peningkatan  SDM  Masyarakat 

untuk mendukung lingkungan yang 

bersih,  aman,  tertib,  stabil,  dinamis 

dan tertata rapi 

Memfasilitasi      kerjasama      

lembaga /organisasi 

kemasyarakatan dengan 

masyarakat dalam rangka 

mewujudkan lingkungan yang 

sehat dan tertata rapi dan serasi. 

Mengupayakan     kerjasama     

dengan 

instansi terkait dan lembaga-lembaga 

pendidikan, kesehatan dan agama 

untuk peningkatan SDM Masyarakat 

untuk mendukung lingkungan yang 

bersih,  aman,  tertib,  stabil,  dinamis 

dan tertata rapi. 
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Memfasilitasi    kegiatan    

kelembagaan,mdalam    rangka    

meningkatkan    SDM 

masyarakat 

Peningkatan          Kinerja          

aparatur Kecamatan dan Kampung 

 

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat  Daerah 

Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, merupakan Lembaga 

Teknis Daerah sebagai  unsur penyelenggara Pemerintah Daerah  dalam  

perencanaan pembangunan, Pencanangan pembangunan yang berkualitas 

dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola 

pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah  dapat  berkiprah  dengan  

leluasa  untuk  membangun  daerahnya  sesuai potensi dan kemampuan 

yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan 

tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan 

masyarakat Kabupaten Nias Selatan.  

Kecamatan Maniamolo selaku lembaga teknis di bidang perencana 

harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas, Keberhasilan suatu 

perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran 

pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara 

perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun 

kabupaten. Namun  disisi  lain  sering  berubah-ubahnya  regulasi  

tentang  mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat 

proses perencanaan dalam rangka memterpadukan perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi 

tersebut diatas Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan selaku 

Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik 

tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka : 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun 

Antara Pusat dan Daerah. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 
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5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 

Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat:  

 

2.3  Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

 Strategi pada hakikatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran 

secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan konfrehensif tentang 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat 

pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai 

sasaran maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan 

Perangkat Daerah. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau 

pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur 

penting dalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara 

konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan 

berkesinambungan.  

Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dalam Renstra Kecamatan Maniamolo disusun dengan tetap 

memperhatikan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Berikut penjelasan Strategi dan 

arah kebijakan Kecamatan Maniamolo untuk 5 (lima) tahun: 

  

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai 

 Profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat dan 

bernilai positif terhadap kinerja pegawai pada lingkungan pemerintahan. 

Artinya apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas 

pelayanan publik yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. 

Profesionalisme pegawai dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas 

dan akuntabilitas pegawai. 

Upaya untuk mendorong peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas 

pegawai adalah dengan meningkatkan profesionalisme para pegawai melalui 

Pendidikan dan pelatihan (Diklat). Selain itu, Pemberian sanksi dan 
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penghargaan juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas pegawai di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. 

Sehingga tidak hanya tercipta dan terbentuknya pegawai-pegawai yang 

kompeten di setiap bidangnya, tapi juga tercipta kesejahteraan sebagai 

wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

 

2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan 

transparan 

 Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat 

bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan 

mencapai cita cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

terukur dan legitimate sehingga penyelengaraan pemerintah dan 

pembangunan berlangsung secara akuntabel, efektif, efisien dan 

transparan  

 Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan 

struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah untuk menghindari 

tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Upaya yang 

dilakukan kecamatan adalah melakukan penataan kelembagaan 

sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) untuk 

menghasilkan pelayanan public yang baik.  

2.3.1 Arah Kebijakan  

Untuk mendukung Pembangunan Kabupaten Nias Selatan pada 

tahun 2021 – 2026 maka kecamatan maniamolo mengikuti arah kebijakan 

yang berfokus pada Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public 

dalam mewujudkan Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

baik.. arah kebijakan pembangunan Kecamatan Maniamolo setiap tahunnya 

berfokus pada: 

1. Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pendidikan dan pelatihan bagi 

pegawai 

2. Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja 

pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik 

3. Penerapan Pengelolaan LAKIP yang berkualitas   



16 
 

4. Peningkatan Pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan 

dan aset daerah 

5. Peningkatan kerjasama dan fungsi koordinasi dengan mitra kerja 

(Desa, OPD, LSM dan lembaga lainnya) dalam mendukung 

pembangunan diwilayah kecamatan 

  Dalam menjabarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Kantor Camat Maniamolo maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas 

dan fungsi Kantor Camat Maniamolo sebagai berikut : 

a. Camat 

b. Sekretariat 

c.  Subbagian umum 

d. Subbagian Keuangan 

e. Subbagian Program 

f. Seksi Tata Pemerintahan 

g. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa 

h. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

2.3.2 Tugas Fungsi dan Struktur 

  Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5-63 Tahun 2016 tentang 

Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Kecamatan Kabupaten Nias Selatan tanggal  29 Desember 2019, tugas dan 

fungsi organisasi Kecamatan Maniamolo terdiri atas: 

 

1. Camat 

Pada perbub ini camat memiliki tugas pokok yakni 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan peraturan 

Bupati 
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e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan 

lain dan/atau keluharan 

h. Melaksanakan urusasan pemerintahan yang menjadi kewenagan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah 

kabupaten yang ada di kecamatan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang 

undangan. 

j. Sedangkan yang menjadi fungsi camat adalah: 

 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum 

 Mengkoordinasikan penyerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

 Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. 

 Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

ditingkat kecamatan. 

 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan  

 melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa 

atau kelurahan. 

 Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati. 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati 

2. Sekretaris Kecamatan 

Tugas Pokok  : 

Menyelenggarakan urusan umum kepegawaian, program, keuangan, 

perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan 

organisasi 

Fungsi : 

 Menyusun rencana kerja sekretariat; 
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 Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan; 

 Menyelenggarakan urusan umum; 

 Menyelenggarakan urusan  program; 

 Menyelenggarakan urusan kepegawaian; 

 Menyelenggarakan urusan keuangan; 

 Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi; 

 Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 

 Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 

sekretariat; 

 Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.  

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya 

dibantu oleh 3 Subbagian meliputi: 

2.1. Subbagian Perencanaan dan keuangan 

Subbagian Program dan keuangan mempunyai tugas menelenggarakan 

urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. 

Subbagian perencanaan memiliki fungsi yakni: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, 

perencanaan dan evaluasi 

b. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan 

penyusunan laporan keuangan 

c. Mengkoordinasiakn penyusunan rencana kerja 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja 

tahunan, kebijakan dan program di kecamatan 

f. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, memyusun TAPKIN dan 

LAKIP kecamatan; 

g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan 

h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja 

Sub bagian keuangan 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

kecamatan. 
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2.2.  Subbagian  Umum dan kepegawaian 

Subbagian umum dan kepegawaiann mempunyai fungsi: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakkan teknis urusan umum dan 

kepegawaian 

b. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, 

dokumentasi, informasi perlengkapan, dan rumah tangga. 

c. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan 

pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan 

pegawai serta tata usaha kepegawaian. 

d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja 

subbagian umum dan kepegawaian 

e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

kecamatan  

 

3. Seksi Pemerintahan,  

Kasi tata pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan 

pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat 

kecamatan. 

Fungsi kasi pemerintahan adalah 

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan 

kerja perangkat daerah dan instasi veritikal di bidang 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan 

perangakt desa dan/atau lurah; 

f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan; 
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g. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat. 

 

 

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kasi pemberdayaan masyarakat desa memiliki tugas menyelenggarakat 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan 

koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan 

pembangunan desa/kelurahan 

Kasi pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi 

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus 

musyawarah perencanaan di desa/ kelurahan dan kecamatan;  

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan 

sosial di wilayah kerja kecamatan; 

c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah baik yang dilakukan 

oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta; 

d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan; 

e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 

f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan; 

g. Melakukan tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 

dan desa sesuai dengan perundang undangan 

h. Melaporkan pelaksaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di 

wilayah kerja kecamata kepada camat 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat. 
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5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, fungsinya: 

a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan 

kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 

tugas fungsinya dibidang pemerapan peraturan perundang-undangan 

maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah 

kecamatan; 

c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 

kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban 

umum masyarakat diwilayah kecamatan; 

d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertibang 

umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-

undangan;  

g. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat. 

6. Kasi Pelayanan Umum 

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan 

penyelenggaraan pelayanan umum , dengan fungsi: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum; 

b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan umum; 

c. menyelenggarakan dan membina pelayanan umum; 

d. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa; 
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e. menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang pelayanan 

umum yang dilimpahkan evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Umum; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan. 

 

7. Kasi KesejahteraanSosial 

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan 

kesejahteraan sosial masyarakat; dengan fungsi: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; 

b. merumuskan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat; 

c. mengkoordinaisikan pengembangan pendidikan non formal 

daninformal; 

d. mengkoordinasi dan membina seni dan budaya; 

e. mengkoordinasi dan membina kesehatan dan keluarga berencana; 

f. mengkoordinasi dan membina pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

g. mengkoordinasi pelayanan sosial dan keagamaan; 

h. mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan; 

i. mengkoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga 

kerja; 

j. mengkoordinasi dan membina kepemudaan dan keolahragaan; 

k. menyelenggarakan fasilitaspelayanan bantuan sosial; 

l. menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan 

masyarakat yang dilimpahkan; 

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja 

Seksi Kesejahteraan Sosial; 

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kecamatan. 
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8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 

diantaranya: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan. Untuk mencapai arah kebijakan umum untuk melanjutkan 

pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, beberapa program 

dilaksakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam 

rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, percepatan 

pembangunan Daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur 

dasar. Peran Kecamatan sebagai basis pelaksanaan program sangat 

besar untuk menunjang keberhasilan output yang diharapkan. 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum serta membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Arah 

kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan 

penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya 

ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan 

dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung 

jawab. 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan 

dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, 

pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah (termasuk desa-

kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan 

bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak 

pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara 

konsisten diperlukan agar tecapai rasa keadilan dan pemerintahan yang 

bersih. 
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2.3.3. Identifikasi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah 

Kantor Camat Maniamolo sebagai salah satu perangkat daerah di 

Kabupaten Nias Selatan menjalankan pemerintahan berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian Kantor 

Camat Maniamolo dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa 

permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Pegawai Kantor Camat Maniamolo masih banyak yang tidak 

menguasai tupoksi kerjanya; 

b. Kantor Camat Maniamolo sering terlambat menyerahkan dokumen 

perencanaan dan evaluasi kegiatan maupun keuangan; 

c. Tidak adanya kesinambungan antara pembangunan desa maupun 

kecamatan; 

d. Sebagian pegawai kantor camat tidak disiplin; 

e. Pelayanan publik lamban karena kurangnya fasilitas yang memadai. 

 

2.3.4 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas maka kinerja 

kantor Camat Maniamolo tidak maksimal. Kinerja yang tidak maksimal 

berimbas pada program dan kegiatan yang tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi capaian kantor 

Camat Maniamolo yang tidak sesuai target sehingga tidak dapat 

mendukung visi dan misi Kepala Daerah dari unsur kewilayahan. 

2.3.5 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan daerah 

 Tantangan ; 

a. Tidak adanya system terstruktur yang mengawasi dan mengukur 

pelayanan public di Kantor Camat Maniamolo 

b. Kualitas SDM kantor Camat Maniamolo masih belum maksimal 

c. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja 

 Peluang : 
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a. Adanya instruksi dan dukungan dari Kepala Daerah terkait 

peningkatan pelayanan public 

b. Mudahnya akses informasi melalui media digital sehingga dapat 

membantu pelaksanaan pekerjaan 

c. Adanya dukungan dari anggota DPRD Dapil Kecamatan Maniamolo 

untuk mengawasi  

d. Adanya dukungan dari Kepala Desa yang saling bersinergi untuk 

menyelesaikan permasalahan di wilayahnya khususnya masalah 

administrasi masyarakat. 

2.3.6 Formulasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah 

Dari uraian tugas, fungsi dan permasalahan di atas kemudian dapat 

disimpulkan beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi di Kantor Camat Maniamolo yaitu : 

a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur di Kantor Camat 

Maniamolo; 

b. Kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur di Kantor Camat 

Maniamolo; 

c. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan desa karena rendahnya 

infrastruktur konektivitas antar dan kecamatan; 

d. Lemahnya koordinasi antar seksi di Kantor Camat Maniamolo; 

e. Tidak lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana Kantor Camat 

Maniamolo; 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

  Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan 

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan. Dari review ini kemudian dapat diketahui perbedaan yang 

terdapat sehingga dapat ditentukan apakah perlu ada 

penambahan/pengurangan program/kegiatan. Sebagai bahan Rancangan 

Awal RKPD digunakan data yang bersumber dari Renstra Kantor Camat 

Maniamolo tahun 2021-2026. Untuk   lebih   jelasnya   mengenai review   
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025  dapat dilihat  

pada table dibawah ini :  

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 

Maniamolo juga dimuat usulan program dan kegiatan dari pemangku 

kepentingan maupun masyarakat.  

Usulan program dan kegiatan dalam hal ini adalah usulan program 

dan kegiatan yang muncul dalam Musrenbang tingkat Kecamatan maupun 

Reses Anggota DPRD. Kedua kegiatan ini dipilih sebagai sumber usulan 

program karena sah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 

mengandang unsur-unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Maniamolo dan Reses 

Anggota DPRD, didapati bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan dari 

masyarakat yang sesuai dengan urusan Kantor Camat Maniamolo atau 

dapat dikatakan juga bahwa tidak ada usulan yang ditujukan kepada 

Kantor Camat Maniamolo sehingga pada bagian ini tidak ada penjabaran 

atau penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.  

Namun demikian Kantor Camat Maniamolo sebagai pusat pelayanan 

masyarakat di tingkat kecamatan akan berupaya untuk menyusun program 

dan kegiatan yang menunjang pelayanan untuk kepentingan masyarakat 

Kecamatan Maniamolo. 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Arah Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 

kantor Camat Maniamolo adalah dalam hal Pelaksanaan Pemilu 2025. Pada 

pelaksanaan Pemilu 2025, kantor Camat Maniamolo sebagai instansi 

pemerintahan di wilayah kecamatan turut berperan dalam menjamin 

terwujudnya pelaksanaan Pemilu 2025 yang aman dan tertib. Dalam hal ini 

kantor Camat Maniamolo dapat melaksanakan kegiatan berupa sinergi 

ketenteraman dan ketertiban dengan pihak terkait.  

 

3.2 Tujuan  dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

1. Tujuan 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor – faktor 

lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maniamolo 

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu 

dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin 

diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, penjabaran visi Kecamatan 

Maniamolo yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi 

dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan, maka 

Tujuan Kecamatan Maniamolo adalah sebagai berikut: 

a) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik. 

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik (good governance). Terwujudnya Reformasi 

Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akan berdampak 

pada pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.  

2. Sasaran 

Sasaran merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh 

setiap unit OPD dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi yang 
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telah ditetapkan. Untuk mendukung tujuan diatas, maka sasaran jangka 

menengah Kecamatan Maniamolo adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan 
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD 

 

N

o 
Misi Tujuan dan Sasaran 

Indikator Tujuan dan 

Sasaran 
Satuan 

Kondi

si 

Awal 

Target Capaian Kinerja 

Sasaran 

Kondi

si 

Akhir 2022 2024 2025 2025 2026 

1 Menciptakan 

Kultur serta 

Karakter yang 

Bersih, Jujur, 

Transparan 

dan 

Berorientasi 

pada 

Pelayanan 

1

.

1 

Terwujudnya Birokrasi dan 

tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan baik 

Nilai LAKIP  Predikat - C B B B B B 

1.1.

1 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik dan tata 

kelola pemerintahan 

Persentase ASN yg 

mengikuti diklat tehnis 
Persen - 5% 5% 5% 5% 5% 25% 

Persentase Penerapan 

SOP  

Pelayanan Publik 

Persen - 50% 50% 
100

% 

100

% 

100

% 
100% 

Persentase desa yang  

melaksanakan 

musrenbang RKPD 

Desa 

Persen - 75% 79% 86% 
100

% 

100

% 
100% 
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3.3  Program dan Kegiatan       Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, targer capaian 

Kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan 

kegiatan Kecamatan Maniamolo. Program/kegiatan yang 

direncanakan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana  Kerja  

Kecamatan  Maniamolo  Tahun  2025  disusun  berdasarkan  hasil 

analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas 

pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi 

dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan. Program dan 

kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniamolo Tahun 2025, 

didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yaitu : 

 

1. Pendekatan  Tehnokratis,  yaitu  pertimbangan  analisis  rasional  

kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi 

lembaga, 

2. Pendekatan    Top    Down,    yaitu    melakukan    sinkronisasi    

dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya, 

3. Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah 

terpilih, 

4. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta 

permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya, 

5. Pendekatan  partisipatif,  yaitu  mempertimbangkan  

permasalahan  dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya. 

 

3.1.1 Program  

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan 

tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang 

diemban oleh suatu organisasi maka program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Kecamatan Maniamolo tahun anggaran 2025  adalah 

sebagai berikut : 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

5. Program Pembinaan  dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

 

5.1.2 Kegiatan 

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk 

mencapai   tujuan   Tertentu   sesuai   dengan   kebijakan   yang   telah   

digariskan, Berpedoman   pada   tahun   sebelumnya   maka   

kegiatan-kegiatan   yang   akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2025 adalah sebagai berikut : 

 Program  Penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten,  

meliputi kegiatan: 

1. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD 

c. Koordinasi  dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2. Administrasi  Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

3. Administrasi  Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Peningkatan Sarana dan Saranan Prasarana Disiplin Pegawai 

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan  Tugas dan Fungsi 

4. Administrasi  Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
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d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

 

 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 

meliputi kegiatan : 

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait 

 

 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

1. Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan dan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat 

a. Pencegahan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan 

b. Penanganan Covid-19 di tingkata Desa dan Kelurahan 

c. Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan 

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama 

antar Keluarga, warga dan Kelompok Masyarakat. 

b. Pemberdayaan Masyarakat  dalam peningkatan Penggunaan dan 

Pemanfaatan sandang dan Produksi dalam Negeri. 

 

 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi 

kegiatan : 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 
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a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

 Program Pembinaan  dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

a. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa 

serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

  Program Kegiatan anggaran Kecamatan Maniamolo merupakan 

program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi  OPD 

Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Rencana program prioritas 

beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, 

selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program 

prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program 

prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan.  

  Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. 

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk 

melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan 

anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, 

memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan 

pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta 

sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan 

indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang 

tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-

program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau 

pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan 

prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja 

program (outcome) berasal dari APBD Kabupaten Nias Selatan. Untuk tabel 

rencana dan pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut. 

 

 

 

 

 



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KECAMATAN MANIAMOLO 350.000.000,00 0,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 350.000.000,00 0,00

7.01 KECAMATAN 350.000.000,00 0,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- - - 303.859.000,00 - 0,00

7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- - - 12.398.100,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

 2 Dokumen 3.898.100,00 Kab. Nias
Selatan,
Maniamolo,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

 1 Dokumen 4.718.300,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

 1 Laporan 3.781.700,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

- - - 41.615.310,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

 12
Orang/bulan

32.520.010,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

 1 Laporan 4.774.300,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

 2 Laporan 4.321.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

- - - 73.403.390,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai

 12 Unit 32.321.390,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

 20 Paket 25.058.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

 2 Orang 16.024.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

- - - 167.642.200,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

 12 Paket 2.594.100,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

 12 Paket 3.975.100,00 Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

 10 Paket 80.313.700,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

 10 Paket 10.759.300,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

 12 Laporan 70.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

- - - 2.180.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

 12 Laporan 2.180.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

- - - 6.620.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

 10 Unit 6.620.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

2. 7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

- - - 27.950.600,00 - 0,00

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

- - - 27.950.600,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

 1 Laporan 27.950.600,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

3. 7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

- - - 5.000.000,00 - 0,00

7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
(PPKM)

- - - 3.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO
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7.01.03.2.05.0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen
Pencegahan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan

 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.03.2.05.0002 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen
Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan

 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.03.2.05.0003 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Jumlah Dokumen Pembinaan
Penanganan Covid-19 di
Tingkat Desa dan Kelurahan

 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan

- - - 2.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam
Membangun Kerja Sama
antar-Keluarga, Warga, dan
Kelompok Masyarakat

 1 Keluarga 1.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Peningkatan Penggunaan
dan Pemanfaatan Sandang
Produksi Dalam Negeri

 1 Keluarga 1.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

4. 7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

- - - 10.190.400,00 - 0,00

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

- - - 10.190.400,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

 100 Orang 10.190.400,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

- - - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

5. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Terlaksananya Fasilitasi
Penataan, Pemanfaatan,
dan Pendayagunaan
Ruang Desa serta
Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1 Dokumen 0,00

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

- undefined
undefined

3.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Nias
Selatan, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - -  0,00 KECAMATAN MANIAMOLO

J U M L A H 350.000.000,00 0,00
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BAB V 

PENUTUP 

  Rencana Kerja Kecamatan Maniamolo Tahun 2025 merupakan bagian 

dari dokumen perencanaan pembangunan, guna mendukung pencapaian 

arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka 

pendek tahun 2025. Disamping itu, dengan ditetapkannya indikator-

indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat 

diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan 

evaluasi keberhasilan dan kegagalan. Dengan tersusunya Rencana Kerja  

Kecamatan Maniamolo Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi panduan 

dalam melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, 

sasaran dan target pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 

Tahun 2025.  

  Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, 

integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan 

sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Kerja ini, maka 

diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur Bagian Hukum guna 

bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

Rencana Kerja  Kecamatan Maniamolo Tahun 2025, adapun langkah-

langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya 

perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan 

efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  

  Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, 

dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan / penyesuaian 

seperlunya. Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat 

membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya 

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.  

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Maniamolo tahun 2024 ini 

merupakan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan program dan 

kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. 

 



Dengan menganalisa data yang ada dan memanfaatkan kemampuan 

sumber daya yang dimiliki, dokumen Renja Kantor Camat Maniamolo 

diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan 

menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kecamatan Maniamolo. 

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja  Kantor Camat 

Maniamolo Tahun Anggaran 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nias 

Selatan khususnya di tahun 2025. 

 

  

   Maniamolo, 29  Juli 2024 
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